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Menimbang .a. bahwa pand[d“ﬁan adal% tanggu@g jﬁwab Keluarga, Masyarakat
dan Pmﬁnn{ah & .fﬂuf,

A..

b. bahwa | untuk ﬂ"enmgkah{an par:h;lpaﬁi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, - Yayasan Pendidikan Islam
AL- FALAH AL APMIM__‘QE@_EMEI Jin Pasir Randu RT 06/03,

= Desa Sukasar, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi telah
“wengusahzkan  didinkannya Sekolah Menengah Pertama Islam

TL rpadu ( SMPIT ) AL-FALAH | f

r":'l wa, Yayasan Pendidikan islapy L-FALAH AL- AFANDIAH telah

¥ miliki semua persyaratan untuk progrﬂm tersebut di atas;

I _'d/fiahwa untuk mak&ua sebagaimana-tersebut pada huruf a, b dan ¢
— =" tersebut diatas dipandang perle adanya lzin Operasional Sekolah

Menengah Perlama Islam Terpadu ( SMPIT ) AL-FALAH | yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Fenanaman Mcdal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu ( BMPPPT ) Kabupaten Bekasi

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003+entang Sistem Fendidikan
Masional

2. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Fermbangan
feuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekalah:

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Rl No. 129a/U/2004 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan:

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat-

5. Keputusan Gubernur Jawa Barat MNomor 061/Kep.53-Org/2007
\ tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
WPintu di Propinsi Jawa Barat:

r 06 Tahun 2008 tentang

mor 07 tahun 2008 tentang
 Kabupaten Bekasi;

ang Organisasi dan Tata
abupaten Bekasi:

tahun 2009 tentang
Sebagian Kewenangan
mi Daerah di Kabupzten

Pembe

11. Peraturan
Kerja Baq
12. Peraturan
FPenyeleng

untuk M
Bekasi.

'Ir-___*'i. T ....- -.:-"":" .-"_ /:
Memperhatikan : 1. Akta Notaris " “AFDAL FIKRI'MS,.S. fE &
Tanggal,‘,:@‘ h&ZEEﬂdE D/
Nomor ¢ : o _ Q_;)L_,f-

) Ry _
Tentang pen Miﬁm@ n Islam Al-Falah Al-Apandiah

" |
2. Hasil Tim Penilai tentarg Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA Memberikan izin kepada

Nama Yayasan ' Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah Al-Apandiah
Alamat . Kp. Pasirandu RT 08/03
Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru,
Kabupaten Bekasi g
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yth :
1.Bupati Bekasi;

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah
Pertama :

Nama : SMPIT AL-FALAH
Alamat : Kp. Pasirandu RT 06/03

Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru,
Kabupaten Bekasi®

Mulai Tahun Pelajaran 2014 / 2015

Pemberian lzin tersebut pada diktum pertama keputusan ini
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib
melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran.

aan pendidikan Sekolah
sud pada diktum pertama
Daerah yang mempunyai
engan kewenangannya.

tanggal ditetapkan dengan
z rdapat kekeliruan dalam
kan geperlunya.

i ; Bekasi
a7, @& 1 MG 2014

PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU

NIP. 19671024 198803 1 002

2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
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DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

s REPUBLIK INDONESIA
87 DIREKTORAT JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

bR ]

KEPUTUSAN MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-2784 HT.01.02.TH 2006
MENTER] HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
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Mcmbaca Surat permohonan Notaris Afdal Fikri MS, SH Nomor 29/Not-Yys/XI/2006 tanggal
2| Nopember 2008 perihal permohonan pengesahan anggaran dasar yayasan .
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Menimbang Bahwa scielah  dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yaynsan yang
diswnpaikan kepada kami, Akta tersebut elah mvmenubi syarat-syarat dan ketentwan
peraturan  perundang-undangan vang berlaku, schingga cukup beralasan untuk
memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
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Mengingat - 1. Undang-undang Nomer 16 Tabun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indoncsia
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yavasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4430).
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N 2. Surat Keputusan Dircktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen f
% Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH K
‘;f; 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian A
gf; dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan. N
S% MEMUTUSKAN S
R %
N7 o
7 Menctapkan : i
Ros PERTAMA Memberikan Pongesahan Akta Pendinan : N
AL %s
2 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL FALAH AL APANDIAH :‘;{-:
2 : NPWP : 02.501.140,4-414,000 £
-':-_::-c;- : Efﬂ
‘éﬂl}: berkedudukan di Kabupaten Bekasi, scsuai Akia Nomeor 01 tanggal 06 Nopember D%
7 2006 yang dibuat clch Notaris. Afdal Fikri® MS, SH berkedudukan di Kabupaten N

% Bekasi

W KEDUA = Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoncsia ini mulai

berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Desember 2006
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A.n. MENTERL HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
R. JENDERAL
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